
 
 
 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 53 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 16 TAHUN 2019 
TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDAMPING 

PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 

TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KENDAL, 
 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dalam proses 
pencairan pelaksanaan bantuan operasional sekolah pendamping 
pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 
2019, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 
425/14679/Disdikbud tanggal 28 Agustus 2019 Perihal 
Pengajuan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 
Pendamping pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019, Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bantuan 
Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar 
dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 dipandang sudah tidak 
sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan 
perubahan; 

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada 
Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 
2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 
dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4863); 



3 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4864); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5); 

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang  Penguatan 
Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 195); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 
2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 356); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 
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Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 177):  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 157); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 
8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 159); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 
Nomor 21); 

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun  2018 
Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun  2019 Nomor 42); 

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada 
Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun  2019 Nomor 16); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KENDAL NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG 
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 
PENDAMPING PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2019. 
 

Pasal  I 

ketentuan ayat (2) Pasal 21 Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 
Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun  2019 
Nomor 16) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 21 
 

(1) Dana BOS Pendamping untuk Biaya Operasi Personalia 
disalurkan setiap 4 (empat) bulan sekali ke rekening bank 
atas nama sekolah. 
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(2) Dana BOS Pendamping untuk Biaya Operasi Nonpersonalia 
disalurkan sekaligus sampai dengan akhir tahun anggaran 
berkenaan ke rekening bank atas nama sekolah.  

(3) Rekening Bank atas nama sekolah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 1 (satu) rekening bank 
khusus diperuntukkan dana BOS Pendamping yang terpisah 
dengan rekening lainnya. 

(4) Rekening Bank atas nama sekolah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 
Ditetapkan di  Kendal 
Pada tanggal 10 September 2019 

 

BUPATI KENDAL, 
 

cap ttd 
 

MIRNA ANNISA 
 

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 10 September 2019 
  

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

 

cap ttd 
 

 

SUGIONO 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 54                                             
 


